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KUALITAS PELAYANAN AKTE KELAHIRAN PADA UNIT
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui®hasil dari Kualitas Pelayanan
Dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten Bengkalis (Akta
Kelahiran) . Indikator kualitas pelayanan public adalah kesederhanaan, kejelasan
dan kepastian, ketepatan waktu. Tipe Penelitian kualitas pelayanan publik yaitu
Deskriptif yaitu memprioritaskan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai
alat dalam pengumpulan data dan data yang terkumpul digunakan sebagai alat
baku dalam kondisi empiris yang bertujuan untuk penelitian pada lokasi yang
diteliti. Informan yang terdapat dalam penelitian ini adalah Kepala UPT Dukcapil,
Staff Pelayanan Catatan Sipil yang menjadi objek dalam penelitian ini. Teknik
Pengambilan Sampel menggunakan metode accidental sampling, yaitu teknik
pengambilan sampel dengan.mengambil sampel secara bebas,dimana peniliti
dapat mengambil siapa saja orang yang ditemui sebagai sampel penelitian, dengan
catatan orang tersebut memenuhi kriteria sampel penilitian. Dalam penerbitan
akta kelahirans"'masih ditemukan tidak tersebar, luasnya informasi mengenai
kepengurusan dan dalam ketepatan waktu:harusiah sesual dengan ketentuan yang
berlaku dan harus memperhatikan ketepatan waktu serta jadwal penyelesaian.
Kemudian tidak menggunakan tarif atau biaya seperti yang telah dilakukan, hal
tersebut yang  membuat masyarakat untuk enggan membuat akta
kelahiran.kurangnya sosialisasi dari pinak UPT tentang pentingnya membuat akta
kelahiran dan kurangnya kesadaran masyarakat bahwa akta kelahiran sangatlah
penting bagi anak untuk statusnya yang legal di mata hukum dan diakui sebagai
warga Negara Indonesia.

Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Publik
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QUALITY OF BIRTH CERTIFICATE SERVICES AT THE POPULATION
AND CIVIL REGISTRATION REGIONAL TECHNICAL
IMPLEMENTATION UNIT (UPTD) IN BENGKALIS REGENCY
LIRA MIFTAH URRAHMAH

Student of Government:Science Study Program, Faeulty of Social and Political
Sciences, Riau_ lslamic University, JI. Kaharuddin Nasution No.13 Perhentian
Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia 90221

ABSTRACT

This study aims to determine-the results of the Quality of Service in the Field of
Population and Civil Registration in Bengkalis Regency (Birth Certificate). Public
service quality indicators are simplicity, clarity and certainty, timeliness. The type
of public service quality research is descriptive, namely prioritizing observation,
interviews and documentation as a tool in data collection and the data collected is
used as a standard tool in empirical conditions aimed at research at the location
studied. The informants in this study were the Head of Dukcapil UPT, Civil
Registry Service Staff who became the object of this study. Sampling technique
using accidental sampling method, which is a sampling technique by taking
samples freely, where the researcher can take anyone who is.met as a research
sample, provided that the persoen.meets the criteria for the research sample. In the
issuance of birth certificates, it is still found that there is no widespread
information regarding the management and the timeliness must be in accordance
with the applicable provisiens and must pay, attention to-the timeliness and
schedule of completion. Then‘dohet use-tariffs-or fees as has been done, this is
what makes people reluctant to make birth certificates. Lack of socialization from
the UPT about the tmportance of making birth certificates and lack of public
awareness that birth certificates are very important for children for their legal
status in the eyes of the law. and recognized as an Indenesian citizen.

Keywords: Quality, Public Service
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PENDAHULUAN

bidang k
sub bagia

1. Pendaftars

pendaftaran penduduk.

2. Pencatatan Sipil

pendaftaran

Induk

a) Urusan Pemerintah Pusat : Penetapansistem pencatatan  sipil

secara nasional dan penetapan spesifikasi.
b) Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pencatatan Sipil.

Pelayanan
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3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
a) Urusan Pemerintah Pusat : Verifikasi dan validasi data

kependudukan dari Daerah kabupaten/kota, Pengelolaan dan

pulan data

database

4,
“;T erintah pusat
le pemerintah
Penyusunan
Pelayanan m ok aparatur, sebagai
abdi negara dan abd jelas digariskan dalam
pembukaan UUD 1945 aline eliputi 4 (empat) aspek pelayanan

pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia
dan selurun tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,dan hal ini

diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor



63 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, yang
menguraikan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 adalah suatu kegiatan
atau rangkaian kegiatan dalam.rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan_peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk
atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan' publik. Kualitas pelayanan publik yang . dilakukan pemerintah
seringkali dianggap sebagai cerminan dari kualitas birokrasi secara umum yang
ada di Indonesia. Satu hal yang hingga saat ini seringkali menjadi masalah dalam
kaitannya hubungan antar rakyat dan pemerintah di daerah adalah dalam bidang
public service (pelayanan umum). Pemerintah sebagai service provider (penyedia
jasa) bagi masyarakat dituntut untuk selalu optimal dan mampu menjawab
tuntutan yang semakin tinggt,dari masyarakat, baik dari segi kualitas maupun dari
segi kuantitas.

Undang-Undang -Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga
menjelaskan bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik
merupakan kegiatan yang harus dilakukan..seiring dengan harapan dan tuntutan
seluruh penduduk dan warga negara tentang peningkatan pelayanan publik. Dalam
rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional,
transparan,efektrif dan efisien sebagai tolak ukur terselengaranya tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) oleh karenanya daerah diharapkan

memiliki prakasa dalam meningkatkan pelayanan publik sehingga posisi



pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan berubah dari “dilayani” menjadi
“melayani”.

Pelayanan administrasi merupakan salah satu fungsi utama pemerintah sebagai
upaya pemenuhan: kebutuhan-masyarakat_maupun dalam rangka melaksanakan
kebutuhan peraturan perundang-undangan, akan tetapi pelayanan administrasi di
Indonesia masih menjadi persoalan -yang sperlu” memperoleh perhatian dan
penyelesaian yang. komprehensif hal ini terlihat dari beberapa ketidakpuasan
masyarakat dalam menerima pelayanan. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai
kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan “pelaksanaan ketentuan
perundang-undangan ( Mahmudi, 2015:219).

Administrasi. merupakan rangkaian kegitan (proses) yang berfungsi untuk
merencanakan,” memutuskan, menyusun, mengatur,  memimpin, mengurus,
mengarahkan, membimbing, menjeaskan serta mengendalikan seluruh kegiatan
yang berkaitan ‘dengan berbagai sektor pelayanan hak sipil dan pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat. Konsep dasar dari. Pemerintah lebih berkaitan
dengan lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan mengemban 5 fungsi
mengelola administrasi pemerintahan. Di tingkat Pemerintahan Pusat maka
konsep Pemerintah merujuk pada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan Negara
beserta Para Kabinet Pemerintahan. Sedangkan Tata Pemerintahan lebih
menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antar elemen yang ada.
Di tingkat Pemerintahan Negara konsep Tata Pemerintahan merujuk pada pola

hubungan antara pemerintah, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi dan
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kelembagaan sosial dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama menyangkut

pengaturan proses pemerintahan. Hubungan yang diidealkan adalah sebuah

hubungan yang seimbang dan proporsional antara empat kelembagaan tersebut.

Membe

setiap

pendud
Membe

asional mengenai
ingkatan secara

enjadi acuan bagi

dalam penyelenggraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa yang disebut akta adalah surat
yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar
suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk

pembuktian. Akta adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang
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berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak
dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan

hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan

seperti bukti fisik (tangible), empati (emphaty), daya tangkap (responsiveness),
keandalan (reli-ability), jaminan (assurance) yang menyebabkan belum
optimalnya penyelenggaraan publik.

Standar pelayanan publik menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi :



N ueeyeisndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nenyj wejsy se)

1) Persyaratan

Persyaratan adalah syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus

dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis

2)

3)

4)

5)

pengaduan dalam website, dan penyediaan petugas penerima pengaduan.
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 02 tahun 2009 tentang Administrasi
Kependudukan bab 11 tentang hak dan kewajiban penduduk Pasal 2 disebutkan :

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :
a. Dokumen Kependudukan;

b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
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. Perlindungan atas Data Pribadi;

. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
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Adapun alur pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bengkalis, sebagai berikut :

Gambar 1.1. Alur pelayanan pembuatan dokumen kependudukan

Pencetakan
dokumen
kependudukan

Y Kasi.

Pelayanan
Teknis

Pemohon/
Masyarakat

7y

I di1say Ye[RDE LU UdWnyo(]

A

v \ 4

Kabid.
Pelayanan
Teknis

Pengarsip
Dokumen
Permohanan

Sumber : UPTD Dukcapil Mandau,20
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Berdasarkan bagan alur di atas dapat dilihat proses pelayanan kependudukan
dan pencatatan sipil, dimulai dari pengambilan nomor antrian pada customer
service atau security pada pintu masuk kantor pelayanan, masyarakat duduk pada
kursi yang sudah.disediakan sembari menunggu giliran antrian dipanggil, setelah
dipanggil oleh petugas pelayanan masyarakat menyerahkan berkas atau dokumen
pengurusan, kemudian petugas. mencek kelengkapan berkas masyarakat, setelah
berkas diterima langsung diproses yaitu memasukkan data-data yang diperlukan,
petugas meminta Tanda Tangan Elektronik (TTE) kepada Kepala bidang yang
mengurusi KK, Akta, mapun KTP-e setelah berkas diterima maka akan
dilanjutkan pada proses Tanda Tangan Elektronik (TTE) oleh Kepala UPT
terakhir pencetakan.

Peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah dapat dilaksanakan dengan
inovasi manajemen pada Unit layanan di Satuan, Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
atau pada tingkat yang secara langsung berhadapan langsung dengan masyarakat.
Optimalisasi peran pemerintah daerah sangat sangat diperlukan karena kondisi
dan situasi lingkungan strategis disetiap daerah beragam dan sulit dijangkau
langsung oleh pemerintah pusat.

Optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan administrasi di daerah juga
sangat ditentukan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat Kecamatan, meliputi:

1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah
dan instansi vertikal terkait

2. Efektifitas Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
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3. Pelaporan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan

Kepada bupati atau wali kota

Pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Kabupaten atau kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah
Kabupaten atau kota yang ada di kecamatan, meliputi:

1. Perencanaan kegiatan.pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan

2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya

3. Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan
4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah

Kecamatan kepada bupati atau wali kota melalui sektretaris daerah

Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan untuk masyarakat adalah
pelayanan dibidang kependudukan. Komponen kependudukan sangat berperan
penting dalam berbagai jenis-terkhusus-lagi' dalam hal kependudukan sebagai
bahan dasar dalam perumusan strategi dalam kewarganegaraan karena syarat
menjadi warga Negara Republik Indonesia harus dinyatakan dengan identitas
yang dikeluarkan oleh~daerah * tempat tinggal masyarakat tersebut karena
kependudukan menjadi salah “satu sektor pembangunan Negara . data
kependudukan sangatlah penting karena berkaitan erat dengan penerbitan akta
catatan sipil.

Pencatatan dan Penerbitan akta kelahiran merupakan salah satu bagian dari
pelayanan publik, Akta merupakan salah satu dokumnen-dokumen penting dan
menjadi salah satu bukti untuk pengakuan legalitas kewarganegaraan seseorang.

Oleh sebab itu setiap warga nmegara diwajibkan untuk memiliki dan mengurus
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akta kelahiran sebgai salah satu bentuk jaminan atas kedudukan dan status
seseorang dimata hukum disuatu Negara.

Berkaitan dengan hal itu, pelayanan yang berkaitan dengan akta kelahiran
merupakan suatu«keharusan untk dimiliki_oleh setiap warga Negara Republik
Indonesia. Akta kelahiran merupakan salah satu tanda bukti bahwa adanya
kelahiran dan jelasnya status sesearang yang-dimana akan dikeluarga oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada dasarnya akata kelahiran merupakan
akses untuk pemberian nomor induk yang akan diperoleh oleh anak utuk
mendapatkan pelayanan masyarakat dari pemerintah maupun dari yang lainnya.

Untuk itu dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat pemerintah setempat
atau pemerintah daerah haruslah ,menyediakan tempat termasuk fasilitas, sarana
dan prasarana gedung guna untuk melayani masyarakat terutama dalam hal
kepengurusan ‘kependudukan dan pencatatan | sipil. Dalam hal melayani
masyarakat fasilitas juga termasuk salah satu objek pelayanan, seperti pelayanan
informasi,pelayanna pengaduan dan pelayanan pegawai nya serta fasilitas gedung
tempat proses kepengurusannya. Namun pada saat peneliti menemukan hal yang
tidak sepatutnya terjadi “dilapangan ‘berbanding terbalik dengan konsep
pelayanannya. Peneliti masih menemukan banyaknya proses pelayanan yang
berantakan dan tidak rapi serta membutuhkan waktu yang lama dalam prosese
kepenmgurusannya. Proses pelayanan yang sangat buruk membuat masyarakat
yang mengurus akta menjadi kebingungan dengan ketidak tahuannya. Selain itu
fasilitas fisik perkantoran juga ditemukan peneliti kurang memadai seperti ruang

tunggu dan fasilitas lainnya yangs eharusnya diperbaharui dan diperbaiki.
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Kemudian waktu yang diperlukan juga sangat penting dalam pengurusan akta
karena mempengaruhi Kinerja pegawai dan penilaian pada pelayanan yang
diberikan oleh masyarakat.waktu sangat lah dikarenakan untuk mengetahui kepan
akan selesainya surat yang disurus oleh masyarakat. Namun pada kenyataannya
dilapangan hal tersebut tidaklah berjalan sesuai dengan standar waktu yang telah
ditetapkan. Melainkan melebihi<bahkan melampaui batas yang telah ditentukan
dengan alasan yang tidak pasti dan tidak ada kejelasannya. Hal ini yang membuat
masyarakat yang mengurus surat — surat baik itu pencatatan atau akta apapun
menjadi sulit _dan keinginan tidak ingin mengurusnya dikarenakan proses
pelayanan yang tidak sesuai.

Adapun isu‘yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik
dewasa ini yaitu isu good government. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh
masyarakat kepada . pemerintah = untuk  melaksanakan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik mengatasi berbagai permasalahan yang ada pada instansi
pemerintahan khususnya di kecamatan, pemerintah telah mencanagkan berbagai
formula dalam pelayanan yang berbelit-belit, misalnya telah diatasi dengan cara
memperpendek mekanisme ‘dan prosedur pelayanan di beberapa jajaran birokrasi.
Berdasarkan hasil penelusuran penulis melihat bahwa sistem tata kelola pelayanan
kependudukan di Kecamatan menemui banyak kendala sehingga sulit untuk
berjalan secara optimal, adapun fenomena-fenomena serta permasalahan tersebut
berupa :

1) Kurangnya informasi yang diberikan oleh petugas pelayanan mengenai

persyaratan maupun tata cara kepengurusan akta kelahiran
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2) Masih tidak berjalannya kententuan mengenai standar waktu penyelesaian.
Hal ini menyebabkan lama nya waktu penyelesaian yang dibutuhkan sehingga
masyarakat enggan untuk mengurus akta kelahiran

3) Mahalnya biaya atau tariff.yang ditentukan dalam pembuatan akta kelahiran
sehingga masih banyak masyarakat yang menunda untuk membuat akta

kelahiran dikarenakan biaya yang relatif mahal.

Kurangnya sosialisai  dan informasi baik offline maupun online mengenai
pentingnya dokumen kependudukan. Hal ini dapat dilihat dengan masyarakat pada
lokasi yang cukup terpencil belum memiliki dokumen kependudukan seperti akta
kelahiran anak-anaknya bahkan masih ada yang belum melakukan perekaman Ktp
elektrik. Selain itu, untuk pernikahan non-muslim juga masih ada yang belum
melakukan pencatatan sah secara hukum di disdukcapil. Saat ini, pelayanan
administrasi secara online Sedang- digencarkan: \Namun pelayanan secara online
belum dapat dijadikan sebagai prioritas pelayanan. Keterbatasan masyarakat akan
teknologi menjadi penghambatnya. Meskipun dalam keadaan pandemi saat ini,
pemerintah lebih menyarankan masyarakat .untuk melakukan pengurusan
kependudukan secara online.

Kurangnya transparasi dalam memberikan informasi dan hal-hal teknis lainya,
dalam hal ini sangat dibutuhkan peran serta yang konkrit dan kontinyu dari
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Baik itu pemerintah daerah walikota, dan,
yang memegang tugas pokok dan fungsi dalam mengawasi pelaksanaan
admnistrasi kecamatan, maupun pemerintah Kecamatan sebagai salah satu unsur

dalam implementasi tata kelola administrasi kecamatan. Artinya harus ada
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kolerasi intens antara pengawas pelaksanaan administrasi kecamatan, maupun

pemerintah Kecamatan sebagai salah satu unsur dalam implementasi tata kelola

administrasi kecamatan.

non-muslim. .Se atura ; nasih belum dapat

memenuhi sta yang dihara i wa pelayanan
kepada mas kat ma C -L :h_ 3 paik secara internal
maupun ek
memenuhi

Kecamatan iF erupaka am: dengan jun luduk terbesar di

penelitian ini, yaitu :
“Kualitas Pelayanan Akte Kelahiran Pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah
(UPTD) Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Di Kabupaten Bengkalis”
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B. Rumusan Masalah

C. Tujuan
1. Tujuan Pe

Penelitian

Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di
Kabupaten Bengkalis

b) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Pelayanan Akte
Kelahiran Pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Di Kabupaten Bengkalis
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2. Kegunaan Penelitian
a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan

pada Unit Pelaksana
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STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

ah padanan

biasa popu It sebagai kegiats Jar ahan atau tata

kelola pem kegiatan, yang

merupakan politik antara

pemerintah erkaitan dengan

kepentingan : nsi pemerintah ata gan-kepentingan
yang ada.

Secara epist C \ ntah)  berasal dari kata
“governor” yang p pi merupakan Wilayah
kerja. Tanpa ada kebij n /kota dalam pelimpahan

kewenangan dari bupati/ walikota, maka camat tidak dapat menjalankan tugas dan
fungsinya. Karena kewenangan camat pengaturanya tergantung kepada
pelimpahan wewenang dari bupati /walikota sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku. Menurut Ndraha (2011:36) pemerintah adalah semua badan atau

organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan

masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah adalah proses
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pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan

masyarakat.

Munaf (2016:47) mengatakan pemerintahan dalam. paradigma lama memiliki

Q“ iki objek

w suatu proses

power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi (Kaufman dalam Thoha, 1995 :

101). Adapun fungsi pemerintahan diringkas menjadi dua macam fungsi, yaitu :

1) Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai
provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk

layanan birokrasi.
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2) Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan
(empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program
pemberdayaan (Ndraha, 2011 : 85).

2. Kualitas Pelayanan Publik
Konsep kualitas pelayanan merupakan faktor penilaian yang merefleksikan

persepsi masyarakat terhadap .5<(lima) dimensi spesifik dari kinerja pelayanan.

Menurut Ketler dan Keller yang dialih bahasakan oleh Bob Sabran (2012:374),

menentukan bahwa ada lima penentu mutu jasa. Kelimanya disajikan secara

berurut berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu :

1) Tangibles (Bukti Fisik) Tangibles merupakan bukti-nyata dari kepedulian dan
perhatian yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Kualitas
pelayanan berupa fasilitas fisik perkantoran, perlengkapan, kebersihan, dan
sarana komunikasi, ruang:-tunggu, tempat\informasi. Pentingnya dimensi
tangibles ini akan menumbuhkan citra pemerintah sebagai penyedia jasa bagi
masyarakat dalam mengevaluasi kualitas pelayanan. Apabila pemerintah tidak
memperhatikan fasilitas fisiknya maka akan menumbuhkan kebingungan atau
bahkan merusak citra pemerintah...Jadi yang dimaksud dengan dimensi
tangibles adalah suatu lingkungan fisik dimana pelayanan diberikan kepada
masyarakat serta memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

2) Reliability (keandalan) merupakan kemampuan untuk memberikan pelayanan
yang sesuai dengan janji yang ditawarkan (Husain Umar, 2005). Pentingnya
dimensi ini adalah kepuasan masyarakat akan menurun bila jasa yang diberikan

tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi koomponen atau unsur dimensi
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reliability ini merupakan kemampuan pemerintah dalam menyampaikan jasa

secara tepat dan cepat.

3) Responsiveness (daya tanggap) merupakan respon atau kesigapan petugas

Wbe clava deng epat dan tanggap.
‘m‘u‘u““ .1? memberikan
yang positif
ya jika terjadi
penyedia jasa

2gera. Dimensi

terlibat untuk

melibatkan persepsi masyarakat terhadap risiko ketidakpastian yang tinggi
terhadap kemampuan penyedia jasa. Membangun kepercayaan dan kesetiaan
masyarakat melalui petugas yang terlibat langsung menangani masyarakat. Jadi
komponen dari dimensi ini terdiri dari kompetensi karyawan yang meliputi
keterampilan, pengetahuan yang dimiliki karyawan untuk melakukan

pelayanan dan kredibilitas perusahaan yang meliputi hal-hal yang berhubungan
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dengan kepercayaan konsumen kepada perusahaan seperti, reputasi

perusahaan, prestasi dan lain-lain. Selain itu anggota perusahaan harus bersikap

ramah dengan menyapa pelanggan yang datang. Dalam hal ini perilaku para

i dimensi ini
udahan untuk
kasi merupakan
pada petugas atau

merupakan usaha

Kepmenpan nomor 81 tahun 1995 Kriteria — kriteria kualitas pelayanan public

yang benar adalah dengan pengukuran indikator- indikator dibawah ini:

1. Kesederhanaan

Kesederhanaan ini memiliki makna tata cara atau prosedur yang cepat,tepat
dan mudah,mudah untuk difahami dan mudah untuk dilaksanakan oleh

masyarakat yang ingin minta pelayanan
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2. Kejelasan dan Kepastian

Dalam hal ini kejelasan dan kepastian memiliki arti dan makna tentang tatat

cara atau prosedur saat terjadinya pelayanan dan juga persyaratan

faktor materil
melalu sist : j - -H :: angka usaha memenuhi
kepenting J lain sest 3 : : '__ Jila eh seseorang atau
sekelompok

Menurut Seda nti (2000;19¢ ; : akan tanggung

Supaya hak itu terus terwujud dengan tersedianya pelayanan kepada semua

lapisan masyarakat dan dapat dituntut dengan paksa untuk dilaksanakan.

Menurut Marsono (2008) hakekat dari pelayanan publik merupakan
perwujudan kewajiban pemerintah sebagai abdi masyarakat untuk pemenuhan

pelayanan kepada masyarakat.
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Menurut Agung Kurniawan (Harbani,2007) pelayanan publik adalah keperluan
orang lain atau masyarakat dalam pemberian pelayanan (melayani) yang

mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata

jguna jasa,
ana ﬁﬁ'ﬁy %esm'esn s Pelayanan

Nomor

semua pihak
ah dimengerti

dengan ketentuan

masyarakat.

e) Kesamaan hak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras,
agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

f) Keseimbangan hak dan kewajiban, pemberi dan penerima pelayanan publik

harus memenuhi hak dan kewajiban masing masing pihak.
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Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas sebagai kewajiban dan

janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas,

4)

Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin
mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas
tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup
penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dengan

Peraturan Pemerintah.
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Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berdasarkan prinsip

pembangunan kependudukan yang terdiri atas:

4) Pelayanan publik antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin

usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan
sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan jaminan sosial

tenaga kerja.
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5) Perencanaan pembangunan yakni untuk perencanaan pembangunan nasional,

perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja,

dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

6) g i pe an A i,.Umum (DAU) dan

7) ) 3 i i ata apendudukan per

8) aka encegahsa memudahkan

Adapun pe A ing dijadi ferensi pada penelitian

No. Peneliti ~ Kesimpulan
1 Puspitosari Kualitas Pelayanan | untuk menganalisis implementasi
(2011) Publik,Konsep, kualitas pelayanan publik konsep,
Dimensi, dimensi, dan indikator dalam

Indikator, dan | pelayanan di PTSP Hasil dan
implementasinya | pembahasan  aspek-aspek  yang

berkaitan dengan kualitas pelayanan
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No. Peneliti Judul

Kesimpulan

publik menunjukkan tumpang tindih

dalam penerapan kebijakan Korelasi

kesejahteraan
peningkatan

publik

supaya
pelayanan
pelayanan
asyarakat Hasil
ini  berdampak
kelompok

pelayanan.

bagian dari
PTSP untuk simplifikasi proses

(pertimbangan aspek geografis)

C. Kerangka Pikiran

Uma Sekaran dalam Sugiyono (2008:65) mengemukakan bahwa kerangka

berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan
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dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam gambar berikut :

nit Pelaksana Teknis

Output Penelitian

Sumber : Data olahan peneliti,2021
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D. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan

Guna hindari elirt Aa ilal dalam penulisan
ini, maka
dipaparkan
a. Kualitas Pe ' ' ‘j ‘- -L :h_ akteristik dari

i kebutuhan-

atau lebih untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu
d. Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam
penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,

pencatatan  sipil, pengelolaan  administrasi  kependudukan  serta

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan penduduk pada sektor lain.
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e. Pencatatan Sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah

yang menyelenggarakan pencatatan sipil meliputi 5 jenis yaitu, kelahiran,

kematian, perkawinan, perceraian dan pengesahan anak.

a)
b)

E. Operasionalisasi Variabel
Operasional variabel yang ditetapkan sebagai acuan atau pedoman pada

penelitian sebagai berikut:
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Konsep Variabel Indikator Sub Indikator
1 2 3 4
Kualitas 1) Prosedur

pelayanan
umum da
secara
adalah
menawarka
bantuan

membutuhkan
kesadaran dan
hubungan  baik
agar tercipta
kepuasan dan
keberhasilan suatu

pelayanan

Rincian biaya
atau tariff
dalam
pelayanan akta
kelahiran

1) Jadwal waktu
penyelesaian
2) Waktu yang

diperlukan

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021
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METODE PENELITIAN

menghimp an ini, peneliti

membuat sil wawancara
terperinci n yang dapat
dijadikan a yang terjadi di
Lapangan.

pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat di observasi. Lokasi penelitian adalah
tempat dimana penelitian tersebut dilaksanakan tujuan ditetapkannya lokasi
penelitian agar diketahui dengan jelas objek penelitian. dalam penelitian ini
penulis menetapkan lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang

diambil yaitu di Kantor Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan Kantor
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Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan

Mandau Kabupaten Bengkalis.

C. Informan Penelitian

Amirin (19 erupa au sesuatu yang
menge i jek yang
memberi \&N'{&gqﬁjsw f?@ elitian ini
menggun \aj fg ih informan
kunci atau e permasalahan
penelitian I enulis laksanakan
guna mengetahu z‘ii:ﬁ y er'l_é-;e ndudukan dan
pencatatan e nl}??lr b“gp‘a dapun sebagai
key inform ing seluruhan dari
pelayanan ke dﬁg ec dau Kabupaten
Bengkalis. KAN@P‘ w
Adapun informa D , yaitu :

Tabel 111.2. Informan Pen

No Informan Nama Jabatan Keterangan

1 Kepala UPT | Dra. Hj. | Kepala UPT Mandau | Key
Kependudukan | Irdawati Informan

dan Pencatatan
Sipil

Kecamatan
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No Informan Nama Jabatan Keterangan
Mandau
2 Staff Ria Kepala Informan

Informan

D. Teknik
Dalam umber dalam
penelitian i dilakukan penulis.

Informan h adai dan relevan

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan
pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang
dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai
penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang

diteliti. (Sugiyono, 2012:54).
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Dengan demikian, informan yang penulis tetapkan menggunakan Purposive
sampling dalam penelitian ini yakni Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis,

mengurus ' epenc an da cats . Kecamatan Mandau

dengan memj ~keb ~ informas erlukan untuk

menjawab tujuan dal tapkan informan di

atas mampu

yang memberikan data langsung kepada pengumpul data. Data primer dalam
penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara
dengan informan penelitian. Informan yang dimaksud dalam hal ini adalah Kepala

Upt Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau, staf atau petugas

pelayanan pada kantor kependudukan dan pencatatan sipil Kecamatan Mandau.
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b. Data Sekunder
Menurut Sugiyono (2012:141) mendefinisikan data sekunder adalah sebagai

sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami

erta dokumen. Data

RAEN)

w
)
2
D
ye]

Pengumpula
lapangan, ya

cara:

pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan
apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala
alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dalam
penelitian ini adalah pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang
dihadapi berkaitan dengan penelitian, dengan cara melakukan pengamatan

langsung pada objek studi yang telah ditetapkan. Di mana observasi dilaksanakan
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untuk langkah-langkah atau tahapan-tahapan tata kelola pelayanan kependudukan
pada Upt Disdukcapil.

b. Wawancara Sugiyono (2008:137) mengungkapkan bahwa wawancara

i gai gum da LN eliti ingin melakukan
studi pen | Q“fr“‘ .@

apabila pene i i : mendalam

iti, dan juga

pertanyaan diajt kepada 11 informan pat  jawaban atas
permasalah ang diteliti. ara epada informan

kunci dan ma

Dokumentasi dalam penelitian elakukan  pengumpulan dan

Dokumentasi ini juga dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang peneliti

lakukan.
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G. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu data yang terkumpul

diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara

deskriptif.

enelitian ini

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan
temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deksripsi
atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap
sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan klausal atau

interaktif, hipotesis atau teori.
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Ketiga aktivitas dalam analisis data tersebut memperkuat penelitian kualitatif
yang dilakukan oleh peneliti karena sifat data dikumpulkan dalam bentuk laporan,

uraian dan proses untuk mencari makna sehingga mudah dipahami keadaannya

baik oleh peneliti.g

%

‘\\\\\\\\\\\‘.

%
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H. Jadwal Waktu Penelitian

Untuk lebih jelas mengenai rencana jadwal waktu penelitian dapat

dilihatpada tabel berikut:

iy disay yejepe il udwnyo(]

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

Tabel 111.2. Jag

No

1

2 /

3 iUP

4 ~ ;

5 o

6 pan

7 | Analisis data_

8 | Penyusu ";
Laporan X| X
Hasil ’
Penelitian '
(Skripsi)

9 | Konsultasi X
Skripsi

10 | Ujian
Konferehensi X| X
fSkripsi

11 | Revisi Skripsi X| X

12 | Penggandaan X| X
Skripsi
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I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Berikut ini adalah sistematika penulisan Skripsi yang dibahas dalam 6

BAB,dimana dalam pembahasan-pembahasan BAB tersebut saling berkaita satu

,Rumusan

BAB Il eliputi Studi

Konsep
Pengukuran.
BAB 111 elitian, Lokasi
an Data, Teknik

BAB IV
BAB V Tentang  Kualitas
Unit Pelaksana Teknis
dudukan dan Pencatatan Sipil di

Kabupaten Bengkalis.

BAB VI . Penutup meliputi Kesimpulan atas hasil penelitian yang

diperoleh dari Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran pada Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan

Pencatatan Sipil di Kabupaten Bengkalis.
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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

Adapun nama Bengkalis diambil dari kata mengkal yang mengandung arti
sedih atau sebak dan kalis mengandung arti tabah,sabar dan tahan ujian dan
kemudian digabung kata tersebut menjadi Mengkalis dan sebutan Mengkalis
sering disebut Bengkalis. Bengkalis merupakan daerah daratan rendah dengan
ketinggian rata-rata sekitar 2-6,1 Km dari permukaan laut. Sebagian besar

merupakan tanah argosol,yaitu tanah yang banyak mengandung bahan organic. Di
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daerah ini juga terdapat beberapa sungai tasik (danau) serta 24 pulau besar dan
kecil. Pulau besar diantaranya yaitu pulau Rupat (1.524.84 Km?) dan Pulau

Bengkalis (938,40 Km?). Tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis

Disamping

a, pedekik,

e
=)
2
<,
> 2 s

menjadi su

mempunyai

menuju Se

*‘a\\%\‘a\?

=

Malaysia Si

Kecamatan Mandau
5. Kecamatan Rupat
6. Kecamatan Rupat Utara
7. Kecamatan Pinggir

8. Kecamatan Siak Kecil

9. Kecamatan Bathin Solapan
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10. Kecamatan Bandar Laksmana
11. Kecamatan Talang Mandau

Setiap Organisasi atau Instansi Pemerintah harus mempunyai suatu

Bengkalis 2

Visi

Misi
transparan dan

kepemimpinan

kesejahteraan rakyat.
4. Dalam rangka menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai

Negeri yang maju dan makmur.
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B. Profil Singkat Kecamatan Mandau

Kecamatan Mandau merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam

wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Mandau secara geografis

Rokan Hilir

0°56°10” BT -

101°43°26” ta Air Jamban deng seluas 155 km”.

35 km.
Kecamatan Mandau memili dan misi untuk pencapaian Mandau

makmur dan sejahtera kedepannya. Visi dan misi tersebut adalah:

Visi

1. Pemerintahan yang berwibawa

2. Pemerintahan yang Transparan

3. Pemerintahan yang Bertanggung Jawab
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Misi :

1.  Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang berdisiplin,berdedikasi,

bertanggung jawab dan berpendidikan serta berwawasan ke depan.

3. engoy dan
C. Gamb ’

o
| [ 4 o
Dinas Kepe *lpl ah satu instasi

pemerintah
pencatatan §

ruang lingku

avasvl

Fungsi dan

I
&
>
3
3
@
a
c
&

berbagai surat

surat dokumen

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah tempatnya.

Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah membantu Bupati dalam
melaksanakan melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asa
otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil
dan menyelenggarakan fungsinya yaitu:

1. Membina dan melaksaksanakan tugas kependudukan dan pencatatan sipil
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2. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang kependudukan dan pencatatan
sipil

3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

Pencatatan
1. Ce
2. Aku

3. Tang

cekatan saat ada masyarakat me an pelayanan terutama dalam bidang

kependudukan dan pencatatan sipil dikecamatan mandau.

Kemudian UPT Kependudukan dan Pencacatan Sipil memiliki misi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas informasi dan data kependudukan dan pencatatan sipil
secara optimal

2. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam bidang

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
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3. Menciptakan pelayanan secara cepat, tepat dan transparan demi mewujudkan
masyarakat sadar akan administrasi

D. Jenis Pelayanan UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil

UPT Kepend emiliki jenis —
jenis p ‘QI?
1. BidangKe

Bidang Pencatatal m
| W

a. Penerbitan akta kelahiran

b. Penerbitan akta perkawinan

c. Penerbitan akta perceraian

d. Penerbitan akta kematian

e. Pencatatan pengangkatan anak

f.  Pencatatan pelaporan pengakuan anak

g. Pencatatan pengesahan anak
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h. Pencatatan pelaporan perubahan nama
i. Pencatatan pembatalan perkawinan

j.  Pembatasan pembatalan perceraian

Dalam peneliti m‘ﬂim “““%ﬂl’k a. da penerbitan akta

penting yang diterbitkan aktanya yaitu

1. Akta kelahiran

2. Akta kematian

3. Akta perkawinan

4. Akta perceraian

5. Akta pengakuan anak

6. Akta pengesahan anak
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Sedangkan 7 peristiwa penting lainnya pecatatannya dilakukan dengan
membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta catatan sipil, untuk

peristiwa lahit mati berupa surat keterangan lahir mati.

Berikut pene s Pencatatan
Sipil di erdasark asi yang elitl dapatkan dan

dapat diur

(3) perekaman

d.  Kepala bagian Verifikator Pencatatan Sipil
(1) Operator catatan sipil
(2)  Pengambilan catatan sipil
e.  Kepala bagian pengelola dokumen arsip
(1) Pengarsipan

(2) Informasi
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UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki standar waktu penyelesaian

dokumen diantaranya;

SRS

Tabel IV. 1

Sipil
-
o
7
[ A

‘avannet

pendudukan dan

/d 3 hari kerja

6 1 s/d 3 hari kerja
7 1 s/d 3 hari kerja
8 1 s/d 3 hari kerja
9 1 s/d 3 hari kerja
10 Kartu identitas a 1 s/d 3 hari kerja
11 Pengesahan anak 1 s/d 3 hari kerja
12 Akta pengakuan anak 1 s/d 3 hari kerja
13 Pengangkatan anak 1 s/d 3 hari kerja

Sumber :UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021
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Standar waktu diatas memiliki jangka waktu penerbitan dokumen — dokumen

pelayanan terhitung sejak tanggal dipenuhinya seluruh persyaratan.

g. Permohonan akta kelahiran (bagi anak yang berumur diatas 60 hari)

h. Pengisian formulir (tersedia di UPT Dukcapil)

I. Surat pernyataan diatas materai (tersedia di UPT Dukcapil)
J. Surat kuasa diatas materai (tersedia di UPT Dukcapil)

k. Waktu kepengurusan 3 (tiga) kerja.

|. Biaya0/ gratis
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2. Sistematika Prosedur pelayanan yaitu:

a. Pemohon datang kemeja pelayanan yang telah diarahkan dengan

annya terhadap pelayanan

kesempatan bagi masye , Kan kel
| LT e

yang terimanya melalui layana gaduan dapat dilakukan melalui:

1. Tatap muka langsung kepada tim penjawab aduan di UPT Dukcapil
kecamatan mandau

2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan yang disediakan oleh UPT

Dukcapil kecamatan Mandau

Selanjutnya unsur pengaduan yang harus dipenuhi yaitu:
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. ldentitas pengadu atau pelapor harus lengkap terdiri dari nama, alamat

dan nomot telfon atau handphone yang bisa dihubungi

. Objek pengaduan jelas

menjalankab secara otomatis dalam 5 hari kerja.
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ldentitas Informan

didasari ata hi objektivitas

dan validita as lebih lanjut
mengenai sanaan Teknis
Daerah (UP ' an Dan Pencatat: abupaten Bengkalis,
terlebih dah

1. Jenis

Daerah (UPTD) Kependudukan atatan Sipil Di Kabupaten Bengkalis.
Berikut ini diuraikan mengenai informan pada UPT Kependudukan dan

Pencatatan Sipil berdasarkan Jenis Kelamin.
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Tabel V.1 : Jumlah Keseluruhan Informan Pegawai UPT Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin

No

1

2
Sumber : Data C

Ber g an penelitian

laki — laki seba gkan informan
perempuan g I menunjukkan
dalam penelitian Dimana jumlah
perempuan le

\\E\,.

>

Tabel V.2 Jumla

No Presentase
1 | Laki— Laki 1 12,5%
2 | Perempuan 7 87,5%
Jumlah 8 100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun, 2021
Dari Tabel V.3 diatas terlihat bahwa informan masyarakat laki — laki

sebanyak 1 orang dengan presentase 12,5% dan informan perempuan pedagang
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kaki lima sebanyak 7 orang dengan presentase 87,5%. Hal ini menunjukkan

bahwa dalam kepengurusan akta kelahiran perempuan lebih produktif

mengurusnya daripada laki — laki.

indikator
bekerja, k
pekerjaan. I
dan Pencat

Tabel V.

-
)
_|
O
c
=~
o
QD

=5

SRR ALY
A

Qe

No

1 | 25-39tahun

2 | 40 - 49 tahun

Jumlah 4 100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun, 2021
Berdasarkan Tabel V.4 dapat diketahui bahwa mayoritas umur informan
pegawai Dukcapil berada pada tingkatan yang sama umur 25 — 39 tahun

sebanyak 2 orang dengan presentasi 50% dan pada tingkat umur 40 — 49 tahun
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juga sebanyak 2 orang dengan presentasi 50%. Hal ini membuktikan

bahwasannya usia produktif pegawai mulai dari umur 25-49 tahun.

Selain tingkat umur, tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh terhadap

Kinerja, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi
pula tingkat kinerja yang dimilikinya dan akan memberikan jawaban sesuai
dengan pemahaman yang dilakukan pada saat dilakukannya penelitian. Penelitian
ini merupakan penelitian lapangan dengan melibatkan beberapa unsur, maka

berikut ini diuraikan mengenai tingkat pendidikan informan.
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Tabel V. 5 Jumlah Keseluruhan Informan Pegawai UPT Dukcapil

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dukcapil ac

25%. Hal in

Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah Presentase (%)
1 SD 1 12,5%
2 SMP 2 25%
3 SMA 5 62,5%
4 D1-D3 - -
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No Tingkat Pendidikan Jumlah Presentase (%0)

5 D4-S1 - -

Menengah 3 erjumlar ang de S % dan Sekolah
Dasar berjumlah 3 a entas P:, enunjukkan bahwa

tidak mini endidi \asyarakat untuk n : an‘memahami hal —

peristiwa yang menjadi dasar suatu au perikatan yang dibuat sejak semula
dengan sengaja untuk pembuktian. Akta adalah surat yang dibuat oleh atau
dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang
cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak
lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat

itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.

Pengertian Akta Catatan Sipil adalah Akta yang memuat catatan peristiwa-
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peristiwa penting kehidupan seseorang yaitu: Kelahiran, perkawinan, perceraian,

pengakuan/pengesahan anak dan kematian menurut Sudikno Mertokusumo.

anak yang belum memiliki akta kelahiran.

Akta kelahiran menjadi salah satu hal yang terpenting dikarenakan sebagai
bukti secara hukum atas status seorang anak dan sah dimata hukum. Kemudian
menjadi bukti untuk ahli waris yang sah dan memiliki kepastian atas

kedudukannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.
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Tabel V.8 Jumlah Pembuatan Akta Kelahiran Terdaftar Dan Tidak

Terdaftar
Jenis ‘umlah jumlah jumlah belum
No | Tahun Jemohon terdaftar terdaftar (tidak
b (Selesai selesai
1
2
3
Sumber: Di
Dari tak )embuatan akta
kelahiran kelahiran yang

iki jumlah yang

a masih terjadi

pelayanan dalam pembuatan aktta kelahiran merupakan pengaruh dari sumber
daya aparatur yang masih tergolong lemah dan tidak sesuai dengan kompeensi
kinerja yang dikerjakannya, sehingga hal itu menjadi salah satu faktor penting
dalam pemberian peayalanan. Kemudian dari segi pendidikan dan pengalaman

juga sangat mempengaruhi dan masih banyak ditemukan kurang produktif. Hal ini

menyebabkan dampak dari segi kepuasan masyarakat yang merupakan indikator
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utama dalam penilaian pelayanan publik. Oleh sebab itu , dalam permasalahan

kinerja pelayanan punlik menjadi salah satu tolak ukur yang sangat penting dalam

mengukuur kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini peniliti merasa tertarik

orang lain

hubungan

keberhasila

Untuk meliha
Daerah (UPTL ikar an Sipil di Kabupaten

Bengkalis , Pe ) : a kepada narasumber

1. Kesederhanaan

Kesederhanaan menurut Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan
Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah suatu proses atau
penilaian dalam pelayanan public yang secara prosedur tidak berbelit — belit,

mudah untuk difahami dan mudah untuk dilakukan atau dilaksanakan.
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Kesederhaan merupakan suatu tata cara bagaimana para pegawai mampu
menyelenggarakan pelayanan yang mudah dipahami dan tidak berbelit — belit agar

yang meminta pelayanan mudah untk melaksanakannya.sebagaimana

yangdiuangkapkan enteri ina 103 bahwa keserhanaan

melakukan = pelayana ar lebit alita aian. Kesederhaan
merupakan
memahami elaskan yang ian diberika ada orang lain agar

dalam penya

Untuk itu peneliti menggunakan sub indikator diatas untuk memulai
wawacara dan menemukan jawaban atas fenomena yang terjadi. Berikut jawaban

dari sub indikator kesederhanaan:

a. Prosedur Pelayanan Akta Kelahiran
Dalam setiap proses pemberian pelayanan dalam suatu instansi pasti

mengunakan prosedur atau tata cara dalam mengurus sesuatu. Dan dalam hal
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kualitas pelayanan public, prosedur sangat diperlukan agar tidka terjadi kekeliruan
pada saat proses pembuatan surat atau laiinya. Begitu juga dengan pembuatan akta
kelahiran yang memiliki prosedur dalam penerbitan akta kelahiran. Seperti hal
nya diungkapkan+ oleh salah..satu narasumber peneliti. yaitu Kepala UPT
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau Dra. Hj. Irdawati pada
hari Senin 18 Oktober 2021 Pukul10.00/WIB. di Ruang Kepala UPT, beliau
mengatakan:

“Untuk setiap kepengurusan di Dukcapil ini memang semuanya ada
prosedurnya ya dari segi kepengurusan kependudukan ataupun catatan sipilnya.
Prosedur pastilah ada karna untuk bukti falidasi data ke pemerintah dan

prosedurnyapun bukan kita yang nentukan, tetapi dari pemerintah daerah dan
pusat yang menentukkannya dan sudah ada ketentuan dan standarisasinya. ”

Kemudian beliau menambahkan jawabannya atas pertanyaan peneliti
mengenai prosedur pelayanan public yang ada di Dukcapil terutama pelayanan

akta kelahiran. Beliau berkata:

“oiya tentu ada. Kita dalam melayani masyarakat memiliki SOP yang
jelas dan tidak asal bertugas saja tapi dalam pemberian pelayanan ada arahan
dan petunjuk yang jelas. Sebanarnya untuk semua pelayanan sama, baik itu
akta,ktp atau kk itu sama gak ada pembedanya. Dan kita selalu menyampaikan
kepada para pegawai untuk-bertidak ‘dalam melayani masyarakat harus sesuai
dengan prosedur agar tidak terjadi kesalahan. Kadang kita adakan pelatihan
juga untuk mengasah skill para pegawai agar lebih resposif,efektif dan efisien
untuk melayani masyarakat”.

Kemudian peneliti  bertanya kepada kepala bagian pelayanan
kependudukan dan pencatatan sipil akan hal prosedur pelayanan dikatakan oleh
kepala verifikator pencatatan sipil Ibu Ria Majhilla pada hari senin pada tanggal

18 oktober 2021 pukul 10.30 WIB diloket pelayanan mengatakan:
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“untuk prosedur pelayanan kita ada dek,karna kita bekerja sesuai dengan
prosedur dan patokan kami pasti prosedur ya supaya tidak terjadi kesalahan
dalam melakukan pelayanan. Karna respon masyarakat kan beda — beda, ada
yang tidak sabaran, ada yang susah ngerti, kadang ada juga yang gak ngerti-
ngerti walaupun udah dijelasin. Disinilah salah satu prosedur dalam pelayanan
kami gunakan. Salah.satunya keramahan dan kesepanan pegawai. Itu sangat
berpengaruh dek<untuk pelayanan. Kalau.ada masyarakat ngurus akta udah
dijelaskan cara — caranya nanti lupa atau gak ngerti, kalua kita jelasinnya gak
sabar itu jadi nilai dimata mereka. Misalnya pegawainya gak ramah,atau
pegawainya cuek. Nah itu mempengaruhi banyak hal. Salah satunya misal dia
cerita sama tentangganya _gimana. cara’ ngurus akta kelahiran, terus dia
sampaikan pegawainya.cuek; tentu tetangga Itu terpengaruh, yang tadinya niat
mau ngurus akta kelahiran karna nengok pegawainya gitu jadi ditunda — tunda
atau jadi malas situ yang jadi persoalan dek”.

Kemudian beliau mengatakan kepada peneliti tentang prosedur pelayanan akat

kelahiran:

“Dan kalau cara melayani,kami selalu mengusahakan yang terbaik dan
selalu mengutamakan kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan di
Dukcapiul ini. kami selalu memberi kemudahanlah untuk yang ngurus akta kan,
kemudahan disint maksudnya gak kami persulit, gak kami bertele — tele, gak kami
biarkan lah gitu. Kami jelaskan semua ya gunanya agar masyarakat mudha
memahami jadi untuk ngurus akta ini gak perltu, [agi beratanya — Tanya gimana
caranya. Karna sudah dijelaskan diawal -*

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang prosedur pelayanan kepada
masyarakat yaitu ibu Saedah sebagai ibu rumah tangga yang sudah mengurus akta
kelahiran anaknya. Wawanearra bersama Ibu.Saedah pada hari Selasa tanggal 19

Oktober 2021 pukul 16.00 WIB dikediaman beliau. Beliau mengatakan:

“ ya kalau untuk prosedur — prosedur gitu ya ibuk ya gak tau ya nak,
disuruh menuhi ini ya ibuk penuhi, kalau ibuk Tanya ya jawabannya ya gitu kayak
Cuma dikasih tau kayak gini caranya buk,gitu aja. lbukpun gak lah merhatikan
kali yak an, yang penting bisa cepet diurus aja udah gak ribet — ribet”

Secara keseluruhan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam
prosedur pelayanan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan stadart opersaional

prosedurnya. Kepuasan masyarakat menjadi fokus seluruh pegawai untuk
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melakukan yang terbaik agar masyarakat merasa puas dan tentunya menyesuaikan

dengan prosedur pelayanan.

sehingga

meneliti d
prosedur pe

ada namun

Wawancara dalam proses pelayanan informasi — informasi sangatlah diperlukan
sebagai penunjang keberhasilan dalam pelayanan. Dalam melakukan pelayanan
informasi merupakan hal terpenting untuk membantu masyarakat yang ingin
meminta pelayanan agar tidak terjadi kesalahfahaman pada saat mendapatkan
pelayanan dari pegawai yang memberi pelayanan. Seperti yang dikatakan oleh

Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ibu Dra. Hj. Irdawati pada hari



69

Senin, 18 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB diruangan Kepala UPT, beliau

mengatakan:

“ Kalau informasi selalu kami berikan kepada.masyarakat dan pasti kami
sebar luaskan ke seluruh kecamatan. Kami sediakan informasi di pasang didalam
gedung atau dimading dan kami upload juga di Instagram, kan sekarang jaman —
jaman nya main Instagram, jadi supaya UPT kita tidak gaptek dan melek akan
teknologi. Jadi kami buat informasi itu dimana aja dek. Ya tujuannya suapaya
masyarakat tidak perlu lah kan kebingungan kalau butuh informasi misalnya mau
ngurus apa gitu kan. Bisa.dilihatdari hp aja udahtau,. ”

Kemudian pernyataan Ibu irdawati ditambahkan oleh Ibu Laras Sukma S.
Pd selaku Operator Catatan Sipil untuk menjawab mengenai pertanyaan peneliti.
Ibu Laras Sukma S. Pd diwawancara pada hari Senin, 18 oktober 2021 Pukul

10.30 WIB di Loket Operator, beliau mengatakan:

“va kalau untuk informasi pastinya ada ya gak mungkin gak ada kan
khususnya tentang kepengurusan akta kelahiran. Karna kan akta kelahiran
diperlukan selain identitas anak jugak kan untuk anak — anak masuk sekolah
harus pake akta kelahiran./Apa — apa sekarang‘kalau udah tentang anak pasti
pakai akta. Sayapun gitu ngurus, kebutuhan. anak sekolah, daftar sekolah pake
akta. Jadi pasti selalu ada di informasikan. Kalau diliat dari-internet juga ada. Di
intagrampun ada di instagramnya dukcapil ini. Disitu kami buat poster tentang
pembuatan akta. Jadi saya rasa sih udha cukup jelas ya untuk informasi. Jaman
sekarang kan gak ada yang gak pande main hp, pasti taulah Makai internet
gimana apalagi ibuk = ibuk kan pasti update gak mau kudet”.

Setelah mendengar jawaban" dari_pihak UPT Kepedndudukan dan
Pencatatan Sipil penelitipun kembali bertanya tentang hal ini kepada masyarakat
yang pernah mengurus akta kelahiran apakah mereka mendapatkan informasi
seperti yang dikatakan oleh pihak UPT. Mewawancarai ibu Elsa Paada Hari Rabu

20 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB dikedai Elsa mengatakan:

“informasi ya wawak gak tau. Taunya kan dari orang — orang kalau enggak
nanyak aja sama yang udah pernah ngurus akta kelahiran. Kalau suruh nengok —
nengok dari internet wis mboh lah gak ngerti — ngerti. Punya hape asal untuk
nelpon udah bisa aja udah gak mikirin internet — internetan.”
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Kemudian hal tersebut ditambahkan oleh ibu Desi berada di kedai Elsa. Yang

mengatakan:

“kalau informasi.ya sama lah kayak wak elsa,,Cuma tau — tau dari orang
yang pernah ngurus aja. Waktu ibuk datang kesana dulu.waktu ngurus akta si
raka, gak ada-pun.ibuk tengok informasi — informasi disana. Yang ada Cuma
poster — poster orang — orang Itu, terus entah apapun namnaya ibuk gak tau
poster kotak — kotak gitu. Cuma ya gitu kalau informasi tentang akta kelahiran ya
gak ada. Cuma ada tulisannya akia kelahiran. Udah itu aja selebihnya ya gak
ada”.

Hal yang sama juga kepada para pegawal mengenai penyebaran informasi
tentang kepengurusan akat kelahiran, Peniliti kembali mewawancarai ibu Dra. Hj.
Irdawati sekalu Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan
Mandau pada Hari Kamis, 21 Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB. di ruang Kepala

UPT, beliau berkata:

“va kalau untuk masyarakat bertanya pasti dari pihak kami pastilah
ngasih tau.kalau misalnya masih banyak masyarakat yang gaptek atau gak tau
tentang informasi kepengurusan' akta. khususnya akta kelahiran ya, kan bisa
datang kekantor untuk bertanya sama pegawai yang ngurus tentang akat
kelahiran pasti dikasih tau.”

Selanjutnya peniliti bertanya lagi tentang bagaimana upaya dari pihak
UPT untuk menangani atau upaya yang dilakukan-untuk menyebarkan informasi

kepada masyarakat yang awam. tbu Irdawati mengatakan:

“ Untuk upaya dari kami untuk saat ini memang belum banyak. Sejauh ini
kami baru melakukan penyebaran informasi melalui internet dari facebook,
Instagram juga terus dari poster — poster kami buat baliho jugak walaupun
secara garis besarnya aja gak secara detail. Gak mungkin kalau dibuat semuanya
kan pasti dibuat inti — initnya aja. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan kekantor
langsung kepegawainya.”
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Hal senada juga mempengaruhi informasi bagi pelayanan pada saat
masyarakat meminta pelayanan. Ibu Laras Sukma S. Pd Senin 18 Oktober 2021

pukul 10.30 WIB di loket kembali mengatakan:

“Kalaw ditanya pengaruh enggaknya ya kadang berpengaruh kadang ya
enggak. Tapi lebih banyak berpengaruhnya dek. Karna kan banyak masyarakat
yang tidak tau terus udah dikasih tau udah dijelasin juga kadang gak ngerti juga,
yang harusnya bisa dilakukan.. 30 =menit ,karna harus menjelaskan secara
berulang bisa sampai 1 jam.lebih. Lebih banyak’'memakan waktu.-Makanyaa kami
pun para pegawail tetap harus punya rasa sabar terus bisa memahami situasi.
Contohnya kalau yang ngurus kebingungan terus kurang ngerti, itu ya otomatis
kita bantu biar cepat selesai jugak. Kami kasih tau apaapa aja yang diperlukan
gitu. Kalau selebihnya kami ya gak tau itukan urusan yang diatas dek, kami kan
tinggal jalankan aja.”

Dari pihak masyarakat peniliti menanyakan hal yang sama. Terutama
kepada ibu Mila pada hari Jum’at 22 Oktober 2021 Pukul 14.00 WIB di kediaman

beliau. Beliau berkata:

“Kalauw untuk informasi gak ada dek..Cuma kalau kami tanyak sama
petugasnya ya dikasih tau. \Waktuitu.kakak ngurus akta keliharan anak kakak
kan,kakak gak tau, kakak nanyak dikasih tau ko. Dikasih tau juga cara — caranya
biar gak boalk balek kan. Cuma kalau dipajang gitu gak tau lah dek gak
merhatikan jugak kakak. Kalau tulisan nya kecil ya gak kerja kakak lah baca —
baca kayak gitu males jugak kakak.”

Secara keseluruhan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal
pemberian informasi yang wajib dan jelas dapat dikatakan masih kurang jelas. Hal
itu dibuktikan dengan tidak ditemukannya informasi — informasi disekitaran
kantor meskipun para pegawai telah memberikan informasi kepada masyarakat
yang ingin mendapatkan pelayanan. Dari segi kemantaban Informasi Dukcapil
dapat dikatakan telah melakukan inovasi untuk memberitahukan informasi

mengenai Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertutama akta kelahiran.
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Menggunakan media social secara tepat untuk memberikan informasi kepada

masyarakat.

Hasil observasi.yang telah peneliti lakukan hal tersebut memang benar,

nya kepada
Kepala UP 2 : k asyara enai informasi

tersebut. — informasi

mengenai ayarakat dapat
membaca gas pelayanan
terkecuali ji

am penelitian ini

pelayanan cukup berkualitas dibuk dengan adanya penyebaran informasi
melalui media massa walaupun masih banyak dari masyarakat yang tidak

mengetahui informasi tersebut.

2. Kejelasan dan Kepastian

menurut Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara

Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 kejelasan dan kepastian merupakan suatu yang
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terjadi harus jelas dan pasti terutama dalam pelayanan. Kejelasan dan kepastian
dalam pelayanan sangat memepengaruhi kualitas pelayanan yang akan diterima

oleh yang meminta pelayanan. Kejelasan dan kepastian yang dimaksud adalah

fata cara o

pelayanan

penjabaran

1. Persyaratan Pelayanan Akta Kelahiran baik secara teknis maupun secara

administratif

Dalam hal melayani masyarakat, persyaratan secara teknis maupun
administratif haruslah memiliki kejelasan agar lebih mudah dan tidak berbelit —
belit dan tentunya lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Karena tujuan

utama dalam pelayanan adalah kepuasan masyarakat. Seperti hal nya yang
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dikatakan oleh Ibu Laras Sukma S. Pd pada hari Senin 18 Oktober 2021 Pukul

10.30 WIB mengatakan:

Untuk kejelasan persyaratan pasti ada, sejelas mungkin kami
memberitahukan kepada masyarakat mengenai.syarat —syarat pembuatan akta
kelahiran dan kami kasih tau juga cara — caranya agar masyarakat yang ngurus
lebih mudah memahami dan cepat tanggap atas syarat — Syarat yang harus
dipenuhi. Syarat — syarat pembuatan akta ada kami print selembar kertas
kemudian diliminating, jadi _lebihy mudah . kalau petugas ngasih tau atau
menginformasikan sama_masyarakat. Dan pun‘syarat — syarat akta kelahiran ini
ada kami upload di iinstagram Dukcapil bisa dilinat disana. Kalau masih kurang
Jjelas boleh ditanya sama pegawai kami yang menangani akta kelahiran .

Selanjutnya peneliti bertanya kepada informan mengenai tindakan
pegawai saat berhadapan dengan masyarakat yang tidak memahami akan syarat —
syarat yang ditelah ditentukan. Mewawancarai ibu Ade lrma Sari , SKM pada hari
Senin 18 Oktober 2021 Pukul 10.40 WIB di. loket catatan sipil, beliau

mengatakan:

“va kalau ditanya tindakan pastinya 'kami cepat tanggap, siggap jugak
penuh kesabaran intinya. Banyak kok yang udah dijelasin tapi gak ngerti — ngerti
kadang kita sendiri sampai palak gitu kan. Ya banyak ragamnya dek. Ya kita
sebagai petugas pembuatan akta kelahiran ya mesti sabar harus ngasih taunya
satu — satu supaya masyarakat yang ngurus paham. Kami kasih syarat — syarat
nya yang jelas jadi biar gak salah — salah. Kadang kan ada ya yang gitu kan,
pura — pura ngerti rupanya salah, jadi harus balek lagi ngambil kekuragan
syaratnya. Ya gitu lah dek. Tapi yang jelasnya untuk persyaratan dari kami pihak
catatan sipil udah dipastikan jelas‘persyaratannya dan tidak berbelit — belit serta
yvang mudah dipahami sama masyarakat”.

Kemudian dari pandangan masyarakat peneliti menanyakan tentang
peryaratan yang diberikan oleh pihak Dukcapil. Berikut hasil wawancara bersama
Ibu Siti pada Hari Selasa, 19 Oktober 2021 pukul 12.00 WIB dikediamannya

beliau berkata:

“ Pesyaratan gak tau dek, taunya dari yang pernah ngurus tapi pas ibuk
datang kekantornya kan gak ada ditempelkan syarat — syaratnya, jadi harus
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nanyak dulu ke diloket apa — apa aja persyarakatannya kalau ngurus akta
kelahiran. Gak tau jugak kenapa gak ada. Gak pulak nanyak. Tapi ya itulah dulu
ibuk ngurus capek bolak - balek kesana karna persyaratannya asik salah aja.
Cuma karna butuh ya terpaksa lah yak an dari pada gak diurus nanti makin
payah. Orang malas ngurus ya itu karna syaratnya gk jelas Cuma dibilang.
Namanya jugak orangtua kadang lupa kadang ingat:.Belom lagi kalau nengok
pegawainya awaksnanyak dia-jawabnya ketus-gitu kadang.palak jugak awak lo
dek. Ditanyakok kayak gitu.”

Setelah itu peneliti menanyakan kepada pihak UPT Kependudukan dan
Pencatatan Sipil mengenai. 'sikap pegawai" ketikas melayani masyarakat yang
menanyakan .~ tentang . persyaratan pembuatan  akta kelahiran. Peneliti
mewawancarai Bapak Samsudin A. Ma pada hari Senin 18 Oktober 2021 Pukul

10.30 WIB di Loket, beliau berkata:

“Untuk masalah sikap kami saling membantu, contohnya ada ni
masyarakat yang bingung ngisi formulir pendaftaran akta kelahiran, nah itu kami
bantu kami kasih tunjuk dan kami arahin gimana cara ngisinya supaya ya gak
salah — salah ngisi. Gak kami biarin gitu aja dek, nanti kami bilang kalau gak tau
boleh ditanyain bapak / ibu gitu dek. Jadi yang dikasih formulir udah biarin aja
gak dikasih tau caranya gak gity,”

Hal yang sama dengan bapak Samsudin ditambahlkan oleh Ibu Ade Irma
Sari, SKM pada Hari Senin 18 Oktober 2021 Pukukl 10.40 WIB, beliau

mengatakan:

“ secara teknisnya, untuk persyaratan kita memberikan format formulir
F2. 01 untuk Surat keterangan Kelahiran kemudian juga ada format formulir
Permohonan Akta Kelahiran. Nah untuk format Permohonan Akta Kelahiran ini
bisa diurus kalau anaknya udah berusia diatas 60 hari. Karena format — format
ini membantu kita untuk mempermudah dalam memproses penerbitan akta
kelahiran ini.”

Kemudian hal senada kembali kepada pihak UPT mengenai persyaratan
secara administratif, lbu Laras Sukma pada hari Senin 18 Oktober 2021 Pukul

10.30 WIB berkata:
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“ Secara Administratif untuk persyaratan kami jelas dek. Persyaratannya
itu seperti fotocopy KTP orang tuanya, terus forocopy KK nya, nah itu dimintak
gunanya untuk tanda bukti keberadaan anak itu kandung atau bukan terus untuk
petinggal dikantor jugak. Kalau persyaratan memang harus dipenuhi gak boleh
ada yang gak ada, karna kalau salah satunya gak ada nanti kalau dimintak
pertanggung jawaban.untuk edaran akta itu kami yang.kenak dek sekaligus juga
untuk membenahi’ susunan kepengurusan.~supaya tidak berantakan dan
semrawutan,jadi lebih rapih dan sesuai dengan standart kepengurusan. Karna
pesryaratan itu semuanya sama, di Dukcapil manapun pasti sama gak ada
bedanya.”

Dalam hal int, peneliti™ menyimpulkan /secara keseluruhan mengenai
pelayanna persyaratan secara teknis maupun administratif dilakukan secara benar
dan tepat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Persyaratan yang diberikan
cukup jelas baik dan tersusun dengan rapi tahap demi tahapnya baik secara teknis

maupun administratifnya.

Hasil observasi dilapangan peneliti menemukan bahwa dalam hal
persyaratan baik" secara teknis maupun administratif masih adanya ketidak
beraturan susunan atau tatanan'/persyaratan dan masih ditemukannya tidak
berjalannya persyaratan secara teknisnya.dan masuk kedalam kategori nepotisme
atau menggunakan: Sistem: Orang Dalam (SOD) yang masih lumrah terjadi
sehingga mengabaikan “persyaratan yang ‘seharusnya dipenuhi baik secara

administratif maupun secara teknisnya.

2. Rincian Biaya atau Tarif dalam Pelayanan Akta Kelahiran

Berkaitan dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti rincian biaya
atau tarif dalam pelayanan akta kelahiran diartikan sebagai suatu usaha yang di
lakukan oleh pihak UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dari segi

kepengurusan, jenis kepengurusan apapun pastinya menggunakan biaya pada saat
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pembuatannya dan hal itu ditetapkan oleh instansinya tergantung kepada jenis
pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat. Seperti halnya yang dikatakan oleh
Ibu Laras Sukma pada Hari Senin 18 Oktober 2021 Pukul 10.30 WIB di Loket

bahwa:

“ Iya betul, untuk setiap kepengurusan pasti ada biaya ya terutama akta
kelahiran. Bukan kita makan ya dek uangnya. Itu digunakan ya untuk penerbitan
akta kelahiran, untuk mencetaknya. Karna Kan ftu;gak ada biaya tanggungannya
beda sama KTP kalau ‘ngurus sekarang gratis gak dipungut biaya. Kita gunakan
tarif atau biaya ya untuk kebutuhan penerbitan akta.”

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada masyarakat mengenai tariff yang
ditetapkan oleh pihak UPT Dukcapil dalam kepengurusanAkta Kelahiran.
Peneliti mewawancarai lbu Yani pada Hari Selasa 19 Oktober 2021 Pukul 11.00

WIB dikediaman beliau. Beliau berkata bahwa:

“ Untuk bayar memang bayar dek mahal pulak tu. Ibu kemaren 500
ribuan entah berapa gitu Aebihnya lupa ibuk \sangking udah lama. Pokoknya
segitulah dulu waktu ngurus aktaitu. Ya walaupun mahal yakan karena butuh ya
teteplah diurus mau gak mau.”

Kemudian peneliti menayakan kembali kepada pihak UPT Dukcapil Ibu
Dra. Hj. Irdawati pada hari Kamis 210ktober 2021 Pukul 10.00 WIB diruangan
beliau unuk membahas tentang. tarif' atau _biaya kepengurusan akta kelahiran.

Beliau menatakan:

“ Untuk tarif Akta Kelahiran sebenarnya dibebaskan untuk masyarakat,
namun ada jangka waktunya kalau misalnya pasca lebih dari 60 hari anak
tersebut lahir orang tua langsung mengurus akta kelahirannya maka itu tidak
dikenakan biaya. Tapi sebaliknya kalau misalnya anaknya ini udah berumur 10
tahun atau 6 tahun baru diurus akta kelahirannya nah itu kan kategori terlambat
kan ya, nah disitu lah dikenai biaya atas keterlambatannya mengurus akta
kelahiran itu. ”
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Setelah itu ibu Ade Irma Sari, SKM Kamis 21 Oktober 2021 Pukul 10.30 WIB

mengatakan bahwa:

“ Sebenarnya_kalau untuk biaya atau tarif itu diberlakukan kalau
masyarakay yang_ngurus itulambat atau bisa dibilang kelamaan lah ngurusnya
kaya abis masa limit kepengurusannya gitu. Biaya itu sebagai bentuk denda agar
tidak lalai'dan harus mengurus akta kelahiran jika memeliki anak. Biaya nya itu
gak kita pakai, kita gunakan untuk inventaris penerbitan akta kelahiran itu
sendiri.”

Ibu Dra. Hj. Irdawati menambahkan pernyataannya tentang biaya yang

dipungut oleh masyarakat saat kepengurusan akata kelahiran. Belaiu mengatakan:

“ Dan lagi untuk pemungutan biaya yang saya katakan sebelumnya tadi
juga sebenarnya sebagai bentuk denda karena mereka mengurus akta kelahiran
itu terlalu lama. Dan pun tarif nya tidak ditetapkan. tapi kesanggupan dari
masyarakat yang mengurus akta kelahiran itu. Berapa yang mampu mereka bayar
ya diterima oleh pihak pegawai. Nah sebenarnya untuk biaya ya itu dia, bukan
buat akta kelahiran terus dikenakan tarii.segini. Itu sebagai bentuk denda aja
supaya masyarakat tidak lagi lalai dalam mengurus akta kelahiran karena untuk
identitas anak. Jaman sekarang banyak lo anak — anak yang gak punya akta
kelahiran, waktu ditanya orang tua nya gak ada ‘akta kelahitran anaknnya. Gak
tau alasannya apa tapi itu tidakipatut untuk dicontoh. Buat akta kelahiran itu
untuk identitas anak supaya diakui oleh negara keberadaanya dan terdaftar
sebagai warga negara legal. *

Dari segi masyarakat peniliti “menanyakan kembali tentang biaya
pembuatan akta kelahiran. Peneliti mewawancarai-lbu Nurul pada hari Kamis 21

Oktober 2021 Pukul 15.00 WIB."lbu Nurul mengatakn:

“ Bayar dek, ibuk ngurus akta kelahiran kemaren bayar sekitar 400
ribuan gitulah. Mahal dek udah gitu lama pulak siapnya. Makanya kalau gak
penting males mau ngurusnya ibu, udahlah lama bayar pulak mahal pulak itu.
Ngeri memang pemerintah sekarang apa — apa bayar semuanya bayar entah apa
yang gak bayar. Kalau gak diurus nanti misalnya anak masuk sekolah harus ada
aktanya, mau gak mau kan jadinya harus ngurus. Beruntung kalau orang kaya
gak perlu mikirin duang, kalau yang gak ada uangnya kekmana cobak, kebutuhan
banyak gak kepikiran lah palingan untuk ngurus akta kelahiran itu. Pun punya
KTP aja udah syukur.”
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Secara keseluruhan peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam
kepengurusan akta kelahiran menggunakan biaya atau tarif merupakan salah satu
bentuk agar menyadarkan masyarakat bahwa akta kelahiran itu sangatlah penting
sebagai identitascanak. Penggunaan tarif_diterapkan jika-masyarakat terlambat
dalam mengurus akita kelahiran tersebut. Dan jika mengurus tepat usia anak diatas
60 hari harus langsung segara mengurus akta kelahiran si anak dan itu tidak akan

dikenakan biaya sepeserpun.

Kenyataannya, hasil observasi yang peniliti lakukan, bahwa anak yang
berusia diatas 60 hari saat orang tuanya mengurus akta kelahiran tetap membayar
untuk kepengurusannya. Dan tarif atau biaya yang dikenakan sama saja dengan
orang tua yang mengurus akta kelahiran anaknya yang sudah berusia lebih dari 7
tahun. Disini dapat dilihat bahwa Pihak Dukcapil menerapkan biaya atau tarif

dalam penerbitan-akta kelahiran- dan.tidak-dibebas-biayakan untuk pengurusannya.

Berdasarkan hasil penilaian indikator kejelasan dan kepastian dengan sub
indikator peryaratan pelayanan baik secara administratif atau secara teknis serta
rician biaya atau tarif disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pada indikator
tersebut tidak berjalan dengan baik.“Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan
pegawai pelayanan dengan masyarakat yang sangat jauh berbeda dan pada
kenyataanya bahwa untuk persyaratan masih banyak yang tidak mengetahui dan

biaya penangan yang masih belum dihapuskan oleh pihak penerbit akta kelahiran.

Hasil penelitian dengan indikator kejelasan dan kepastian ditemukan

bahwa dari segi persyaratan maupun rincian biaya dapat dikatakan kurang
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berkualitas. Hal tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat yang ingin
mengurus akta kelahiran namun tidak mengetahui secara pasti persyaratannya

karena tidak adanya pemberitahuan atau penyebaran tentang persyaratan

keputusan pada ang ( g i asi itu telah hilang
keahliannya dal empengar se airil dan Gozhal

2001;112).

Tabel V.9 Standar Waktu Penyelesaiz ok dudukan dan
andar Waktu
NO
Penyelesaian
1 1 s/d 3 hari kerja
2 1 s/d 3 hari kerja
3 1 s/d 3 hari kerja
4 1 s/d 3 hari kerja
5 Pencatatan pelaporan perubahan nama 1 s/d 3 hari kerja
6 KTP eletronik (e-KTP) 1 s/d 3 hari kerja
7 Pindah datang atau keluar 1 s/d 3 hari kerja
8 Akta perkawinan 1 s/d 3 hari kerja
9 Akta perceraian 1 s/d 3 hari kerja
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Standar Waktu
NO Jenis Pelayanan
Penyelesaian
10 Kartu identitas anak (KIA) 1 s/d 3 hari kerja

11 1 s/d 3 hari kerja
12 R jakuan anak 3, hari kerja
13 angkatan anak - | hari kerja
Sumber : pendu e an Mandau, 2021
embuatan akta
kelahiran rja begitu juga
dengan ke elahiran dalam

a. Jadwal waktu penyelesaian

Seusai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Kualitas
Pelayanan Akte Kelahiran Pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD)
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Bengkalis Berkaitan dengan
permasalahan yang di angkat oleh peneliti ketepatan waktu diartikan sebagai suatu

usaha yang di lakukan oleh pihak UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini
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untuk berupaya semaksimal mungkin . Sesuai dengan hasil Wawancara yang
dilakukan oleh peniliti bersama Dra. Hj Irdawati pada hari Senin 18 Oktober 2021
Pukul 10.00 WIB diruangan mengatakan:

“Dalam hal ketepatan-waktu ini. Kami  sudah berupaya semaksimal
mungkin mengarahkan para penerbitan akta kelahiran ini untuk selalu bekerja
sesuai dengan SOP dan selesai tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
agar tidak terjadi penumpukan dan kelalaian dalam proses pembuatan penerbitan
akta kelahiran ini. Memang kadang ada yang;tidak tepat waktu dikarenakan ada
hal yang tidak terduga,seperti alat kelengkapan‘ada yang rusak atau ada yang
kehabisan, otomatis. kami menuggu itu selesai diperbaiki dan akan langsung
dikerjakan kembali agar tidak terlalu lama proses pembuatannya karena bukan 1
atau 2 orang yang membuat tetapi banyak masyarakat yang membuat akjjta
kelahiran ini. Kadang sehari ada 20 orang atau bisa jadi lebih jadi kadang dalam
proses registrasi kadang agak eror. Menurut saya sih itu wajar saja karna kan
namanya sistem pasti ada aja masalahnya. Walaupun begitu kami terus berupaya
untuk terus bekerja sesuai dengan target.”

Kemudian wawancara bersama.ibu Ade lrma-Sari, SKM pada hari Senin 18
Oktober 2021 tentang jadwal waktu penyelesaian, beliau berkata:

“Dalam hal ketepatan-wakiu terutama jadwal penyelesaian, benar yang
dikatakan oleh Kepala UPT Dukcapil Ibu Irda bahwasannya kami selalu
memberikan pelayanan yang terbaik dan selalu berusaha semaksimal mungkin
dalam hal penyelesaian penerbitan Akta kelahiran ini. Karena jika tidak
dikerjakan sesuai dengan waktunya maka akan berdampak penumpukan berkas
dan akan memperlambat pekerjaan. Kami biasanya selalu cepat dalam proses
pembuatannya. Cuma Ya itu tadi" kadang ada aja yang rusak namanya internet
kan gak mungkin kalau di press setiap hari.dia baik2 saja kan. Tapi kami selalu
berupaya semaksimal mungkin agar cepat dan selesai paa waktunya”.

Hal yang sama juga dengan Bapak Samsudin A. Ma pada Hari Kamis 21
Oktober 2021 Pukul 10.30 WIB mengatakan:

“Kalau untuk pendaftaran termasuk persyaratan, pengisian formulir itu
gak lama dek, hari itu juga pasti selesai bahkan di jam itu juga selesainya,
karnakan pakai sistem antri kan dan bukan Cuma dia aja yang dilayani
sedangkan yang lainnya menunggu terlalu lama, makanya kami bekerja
semaksimal dan secepat mungkin tanpa melakukan keslaahan saat proses nya.”
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Kemudian Ibu Ade Irma Sari , SKM memberikan jawaban atas pertanyaan

peneiliti , beliau berkata:

“ Secara teknisskami selalu memperioritaskan kepentingan masyarakat
dek, kan kalau mau buat akta kelahiran kan<harus didaftarkan dahulu, nah
daftarnya kan-pakai akun resmilah gak bisa kami bilang, yang. penting akun itu
tersambung ke pemerintah pusat atau daerah, nah nanti kami daftarkan atau kami
ajukan permintaan pendaftaran akta kelahiran terus nanti kan butuh proses, nah
diproses dulu. Kita daftarnya pakai-server; nah kadang kan kalau server itu suka
eror jadi harus nunggu.dulu; “*kadang lagi ‘masalah jaringan; namanya yang
ngurus kan banyak ya ,'jadi wajar kadang servernya error’.

Dari keseluruhan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal
jadwal waktu penyelesaian dilakukan sesual dengan standart yang telah
ditentukan dan dalam prosesnya dilakukan secara maksimal agar tetap sesuai

dengan standart penyelesaian yang telah ditentukan.

b. Waktu yang diperlukan

Berkaitan dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti ketepatan
waktu diartikan sebagai suatu usaha yang di.lakukan oleh pihak UPT
Kependudukan dan Pencatatan  Sipil*.inifsuntuk berupaya semakimal mungkin
meminimalisir pemborosan waktu dan ketepatan waktu pada saat proses
penerbitan akata kelahiran . Sesuai dengan hasil Wawancara dengan lbu Elsa
Sukma pada Hari Senin 18 Oktober 2021 Pukul 10.30 WIB diloket, beliau

mengatakan :

“Kalau mengenai waktu kami dari pihak catatan sipil terutama untuk
penerbitan akat kelahiran telah ada standart waktu penyelesaian 1 sampai 3 hari
kerja dan kami selalu bekerja sesuai dengan standart waktu supaya tidak terjadi
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kemoloran waktu, karna merugikan kami jugak kan, gak itu — itu aja yang kami
kerjakan sedangkan pekerjaan lainnya banyak yang harus diselesaikan.”

Kemudian Bapaka Samsudin A. Ma Kamis 21 Oktober 2021 Pukul 10.30

WIB juga menngatakan;

“ ITtu Dbetul, untuk setiap penerbitan kami punya standart waktu
penyelesalan, terutama ya pada penerbitan akta kelahiran. Kami sebagai petugas
pasti bekerja semaksimal:sesuai dengan standart waktu. Terutama saya sebagai
operator catatan sipil, kadang punya kendala. Contohnya pas mau ngisi data tiba
— tiba server bermasalah atau gangguan jaringan, itu otomatis harus nunggu kan.
Percuma mau dipaksakan kalau servernya lagi down ya kita bisa apa harus untuk
perbaikan dulu baru bisa memproses peenerbitan lagi.”

Kemudian senada dengan Bapak Samsudin ditambahkan oleh ibu Laras

Sukma Senin 18 oktober2021 Pukul 10.30 WIB beliau mengatakan:

“ Kalau ditanya kapan siapnya buat akta kelahiran sebenarnya itu sesuai
dengan strandar waktu tidak-lebih dari 3 hariKalau lebih dari 3 hari berarti ada
yang bermasalah seperti yang ‘dibtlang-sama pak samsudin masalah jaringan
atau server eror itu kadang sering terjadi karna kan yang ngurus akta kelhian kan
bukan Cuma kita sendiri tapi banyak dari dinas — dinas lain, sedangkan server
Cuma 1 jadi wajar aja kalau down. Dan biasanya itu cepat kok diperbaiki gak
sampai berhari — hari Cuma ya kadang seharian. Dari pagi sampai siang atau
sore lah. Dan itu baru bisa kerjakan lagi besok paginya karna kan jam kerja udah
abis. Nah itu yang sebenarnya bikin-lama , bukan drai kami nya yang dilama —
lamain apalagi sampai disengaja.”

Kemudian peneliti menanyakan tentang ketepatan waktu kepada
masyarakat yang menjadi informan peneliti yaitu mewawanrai ibu Nurul pada hari

Kamis 21 Oktober 2021 Pukul 15.00 WIB berkata:

“Lama dek, ibuk kemaren sampai 1 minggu katanya Cuma 3 hari kan tapi
pas hari ketiga nya ibuk datang katanya belum selesai , besoknya lagi datang
belom juga. Alasannya katanya ada gangguan jaringan tapi masak iya selama
itu. Ibuk denger yang lain katanya pun ada yang sampai 2 mingguan.”
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Kemudian peneiliti bertanya kembali kepada informan masyarakat lainnya

yaitu bapak Akmal pada hari Selasa 19 oktober 2021 tentang ketapatan waktu

unggunya
lama kali as a. 3 astia an. Kalau ditanya

biaya yang relative mahal dan juga waktu penyelesaian yang sangat lama.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator ketepatan waktu dapat
disimpulkan bahwa tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan peraturan
yang telah ditetapkan dengan waktu penyelesaian yang tidak sesuai dengan
standarnya. Dan dalam hal ini dapat diketahui bahwa dari segi kualitas pelayanan

publik sangat kurang berkualitas hal tersebut disebabkan oleh meningkatkannya
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pendaftaran tetapi hanya sebagian yang selesai bahkan tidak sampai sebagian dan

tidak tepat pada waktunya.

C. Faktor — Faktor Penghambat Kualitas Pelayanan Akte Kelahiran Pada

Pelayanan : idang Kep . : di Kabupaten
bengkalis teruta eC3 ' an fa factor penghambat

yaitu:

kepengurusan akta kelahiran sepenuhnya tidak dipungut biaya yang pada

kenyataannya ternyata dipungut biaya. Hal tersebut yang membuat masyarakat
enggan untuk mengurus akta kelahiran dengan alasan mahalnya biaya
pembuatnya terutama bagi masyarakat dengan kelas ekonomi yang rendah.

3. Kurangnya penyebaran informasi yang membuat masyarakat yang tidak tahu

bagaimana mengurus akta kelahiran dan kesadaran bahwa pentingnya akta
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kelahiran sebagai identitas anak. Karena informasi sangat diperlukan jika ada

perubahan dalam kepengurusan ataupun perubahan lainnya..

. Jauhnya akses perjalanan menjadi salah satu penyebab masyarakat enggan
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

kualitas pela ,dala an.yang berjudul
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(UPTD)

dapat disi

media social secara tepat untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

Kedua, Pada Kejelasan dan Kepastian peneliti menemukan bahwa dalam
hal persyaratan baik secara teknis maupun administratif masih adanya ketidak
beraturan susunan atau tatanan persyaratan dan masih ditemukannya tidak
berjalannya persyaratan secara teknisnya.dan masuk kedalam kategori nepotisme

atau menggunakan Sistem Orang Dalam (SOD) yang masih lumrah terjadi
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sehingga mengabaikan persyaratan yang seharusnya dipenuhi baik secara
administratif maupun secara teknisnya. Dn untuk sub idnikator biaya atau tariff

dalam kepengurusan akta kelahiran diketahui bahwa anak yang berusia diatas 60

A\ S

=
—+
jab}
=.
=+
o
=
jab)
3

penerbitan
Keti
memang ti

dan melews

aearNatd

lebih. Hal i ) mengurus akta
kelahiran se 5- nyelesaian yang
sangat lama. "

B. Saran

“‘
“2>

ditentukan agar dapat dan mampu melayani masyarakat dengan baik dan tidak
ada lagi kemoloran waktu penyelesaian penerbitan akta kelahiran. Melakukan
sosialiasi akan pentingnya akta kelahiran sangatlah perlu untuk dilakukan
terutama masyarakat yang sangat awam dan tidak mengerti akan pentingnya

akta kelahiran.
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2. Untuk masyarakat untuk memiliki rasa kesadaran diri akan pentingnya
kepengurusan akta kelahiran yang sangat berguna bagi anak sebagai identitas

dan diakui keberadaannya oleh negara.
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